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Abstrak 

              yaitu pengucapan talak seorang suami dengan menggunakan utusan atau wakil 

untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya telah 

menalaknya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang 

yang mentalak. Mengenai hukum keabsahan dalam mewakilkan talak, para               

                                                                                   

S    ‟                                                                                  

     S    ‟                 c  A                                      anya. Metode 

yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian pustaka, dalam menganalisis 

data penelitian ini bersifat deskriptif analitis-komparatif. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa data primer yaitu kitab al-Umm dan al-Muha    S                     

                   -                     -                                                 

            S    ‟                                                            sah, 

dengan alasan bahwa perwakilan merupakan hal yang diperbolehkan agama termasuk 

didalamnya masalah talak. Karena perkara talak sama halnya seperti perkara muamalah 

lainnya yang perlu untuk diwakilkan, seperti jual beli, salam, rahn, dan pernikahan. 

Adapun menurut pendapat Ibnu Hazm bahwa               adalah tidak boleh dan tidak 

sah, dengan alasan bahwa t           ṣ         j                            

mewakilkan talak, karena mewakilkan talak mempunyai arti pemberian hak milik, sedang 

                   ‟                         -laki (suami). Metode is            

                    S    ‟           -Q  ‟      -   īṡ   j  ‟             q      

S                                                                -Q  ‟    D     

                                                                      S    ‟       bnu 

Hazm yaitu sama-sama mengambil dalil dari sumber utama yakni al-Q  ‟    S         

                                 j                     S    ‟         QS  S     an-Nis  

ayat 35, Sedangkan yang dijadikan landasan Ibnu Hazm  adalah QS. al-Baqar h ayat 229. 

 

Kata Kunci:          c        T               

 

Abstract 

 

          v  c               c                                                        v     

convey to his wife somewhere else, that her husband has yelled at her. Under these 

circumstances, the person who is sent is acting as a bully. Regarding the law of legitimacy in 

representing divorce, the scholars differed. Formulation of problem in this research is a. 

                            S    '                                                     

  v  c                            S    '                c       are the similarities and 

differences between the two. The method used in collecting data is literature research, in 

analyzing the data of this study is analytical-comparative descriptive. Sources of data used in 

this study in the form of primary data is the book of al-Umm and al-M               c        
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data     c                                     c                               v  c        

S    '                        v  c                                                         

representation is a religious thing, including divorce. Because divorce case is the same as 

other muamalah matters that need to be represented, such as buying and selling, greetings, 

                               '  v                   v  c                               

                               ṣ  x                           resentation of the divorce, 

since representing divorce has the meaning of granting property right, while under the law 

                                               )  T           M                          

S    '       -Qur'an, al-   īṡ   j   'c              q      T                              

by Ibn Hazm is the Qur'an. In the final analysis, we can see the similarities and differences of 

             S    '                                                       v  c   T   

equality of both, that is equally take the proposition from the main source of the Qur'an. 

                  c                                                  S    '     QS  S       -

N    v     35                                 QS  A -  q     v     229  
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PENDAHULUAN 

Perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk rumah tangga yang bahagia 

dan harmonis. Akan tetapi, sekalipun 

perkawinan merupakan ikatan yang sangat 

kuat, Namun adakalanya niatan untuk 

membangun rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, warahmah tidak semua dapat 

terlaksana dengan mulus.  

Sering kali tujuan perkawinan tidak 

dapat tercapai sebab sikap kemanusiaan 

masing-masing yang saling berbenturan. 

Oleh karena itu harus ada jalan keluar 

untuk mengatasi hal ini, tentunya talak 

disyari’atkan untuk mengatasi 

permasalahan ini. 

Talak adalah hak yang sepenuhnya 

ada ditangan suami setelah pernikahan 

berlangsung. Seorang laki-laki setelah 

melakukan akad nikah mempunyai hak 

talak tiga terhadap isterinya, tetapi tidak 

demikian halnya bagi isteri. Dalam 

penerapannya talak dianggap sah apabila 

dijatuhkan dengan keadaan yang sadar 

oleh suami yang sehat akalnya dan baligh.  

Hak untuk menjatuhkan talak 

melekat pada orang yang menikahinya. 

Apabila hak menikahi orang perempuan 

untuk dijadikan sebagai isteri, maka yang 

berhak menjatuhkan talak adalah orang 

laki-laki yang menikahinya.
1
 

Dalam surat al-Ahz b ayat 49 dijelaskan:  

                 

               

                 

        

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, 

apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan yang beriman, kemudian kamu 

ceraikan mereka sebelum kamu 

                                                 
1
Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan 

Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), . 155. 

mencampurinya. Maka sekali-sekali tidak 

wajib atas mereka 'iddah bagimu yang 

kamu minta menyempurnakannya. Maka 

berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah 

mereka itu dengan cara yang sebaik- 

baiknya. (QS. al-Ahz b/33:49)
2
 

 

Sebagimana keterangan ayat di 

atas, ṭalak merupakan hak laki-laki sebagai 

seorang suami, ia berhak menṭalak 

isterinya sendiri secara langsung atau 

mewakilkan kepada orang lain. Ṭalak yang 

diwakilkan suami kepada orang lain tidak 

dapat menggugurkan hak suami dan 

merintanginya untuk ia gunakan sewaktu-

waktu dikehendakinya. 

Para ulama sepakat bahwa suami 

yang berakal sehat, baligh dan bebas 

dalam menentukan pilihan diperbolehkan 

menjatuhkan ṭalak, dan ṭalaknya 

dinyatakan sah. Ṭalak dapat dilakukan 

dengan cara apapun yang menunjukkan 

berakhirnya ikatan pernikahan, baik 

diucapkan dengan perkataan ataupun 

dengan menggunakan tulisan yang 

ditujukan kepada istrinya, dengan isyarat 

bagi seorang tuna wicara atau dengan 

mengirimkan seorang utusan/wakil. 

Ṭalak tetap dinyatakan sah 

walaupun dengan menggunakan seorang 

utusan atau wakil untuk menyampaikan 

kepada istrinya yang berada di tempat lain, 

bahwa suaminya telah mentalaknya. 

Dalam kondisi seperti ini, orang yang 

diutus tersebut bertindak sebagai orang 

yang menalak, maka ṭalaknya dinyatakan 

sah.
3
 

Berbicara tentang ṭalak yang 

diwakilkan, tentu tidak terlepas dari peran 

seorang wakil atau kuasa untuk melakukan 

tindakan atas nama orang lain. Dalam 

literatur islam pemberian kuasa dikenal 

                                                 
2
Kementrian Agama RI,  Al-Q  ‟   

Tajwid Kode, Transliterasi Per kata Terjemah Per 

Kata. dan Terjemahannya  (Kota Bekasi: Cipta 

Bagus Segara,  2013),  834. 
3
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, terj. M. 

Thalib, Fiqh Sunnah, Jilid 8, cet ke-20 (Bandung : 

PT. al-Ma’arif,  2000), 10. 
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dengan istilah          atau   -        

yang bermakna   -    ī  yang 

mengandung maksud sebagai penyerahan 

atau pemberian mandat.
4
 

Sayyῑd sᾱbiq dalam kitabnya bahwa 

islam mensyaratkan          karena tidak 

semua manusia berkemampuan untuk 

menekuni serta mampu menyelesaikan 

segala urusannya secara pribadi. Karena 

manusiapun membutuhkan pendelegasian 

mandat kepada orang lain untuk 

melakukannya sebagai wakil darinya, 

dalam konteks hukum acara,         

dilakukan oleh orang yang berperkara 

kepada kuasa hukum atau advokat. 

Advokat merupakan profesi mulia 

(officium nobile) yang bertindak sebagai 

wakil yang ditunjuk untuk melakukan 

tindakan hukum atas nama orang lain, 

sebagai konsekuensi dari tugas dan 

fungsinya sebagai pemberi jasa hukum. 

Baik berwujud sebagai pemberi advise 

hukum, konsultasi hukum maupun 

penasehat hukum. Dan upaya dalam 

melakukan tindakan hukum berdasarkan 

surat kuasa yang diberikan untuk 

pembelaan atau penuntutan pada acara 

persidangan atau beracara di pengadilan. 

Pemberian jasa hukum kepada 

masyarakat dalam hukum positif 

mempunyai landasan hukum sangat kuat 

yang bersumber dalam Undang-undang 

Dasar (UUD) 1945, Undang-undang No. 

14 Tahun 1974 tentang ketentuan-

ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, 

Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 2 

Tahun 2003 tentang advokat, dan 

kaitannya dengan peran advokat dalam 

memberikan jasa hukum di Pengadilan 

Agama diatur dalam Undang-undang No.7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Peran advokat tersebut dapat dilihat 

dari proses awal pengajuan perkara ke 

pengadilan tidak lepas dari perannya 

sebagai advokat dalam memberikan 

bantuan hukum, dari mulai mengurusi 

                                                 
4
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah…  . 60. 

masalah administratif, sampai pada proses 

litigasi selesai.
5
 

Uraian di atas memberikan arti, 

bahwa keberadaan seorang advokat 

mempunyai arti penting dalam 

memberikan jalan keluar terhadap adanya 

permasalahan yang dihadapi oleh 

seseorang, khususnya yang berpraktik di 

Pengadilan Agama, yang nota bene 

peradilan yang berkuasa memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara 

perdata tertentu, yang diatur dalam pasal 

49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ayat 

(1) dan dikalangan golongan rakyat 

tertentu, yaitu orang-orang yang beragama 

islam berdasarkan hukum islam. 

Permasalahan muncul ketika seorang 

pemohon atau pihak suami yang 

mengajukan izin cerai ṭalak di Pengadilan 

Agama, tidak dapat menghadiri prosesi 

pembacaan atau pengucapan ikrar  alak, 

setelah adanya izin (putusan) dari 

pengadilan, sehingga besar 

kemungkinannya diwakilkan atau 

dikuasakan kepada penasihat hukumnya, 

yang telah menerima kuasa sebagai 

pembaca ikr r  alak. 

Menurut Imᾱm Syᾱfi’ῑ, bahwa ṭalak 

dapat dilakukan dengan cara apapun yang 

menunjukan berakhirnya ikatan 

pernikahan, baik diucapkan dengan 

perkataan ataupun dengan menggunakan 

isyarat yang ditujukan kepada istrinya 

atau dengan mengirimkan seorang 

utusan/wakil. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Imᾱm Syᾱfi’ῑ dalam 

kitab al-Ummnya sebagai berikut  : 

اثزلاٖ اٌيٚط فأٚلؼٗ ػٍٝ اِوأرٗ  اٌطلاق ِب

ثطلاق طو٠ؼ اٚولاَ ٠شجٗ اٌطلاق ٠و٠ل ثٗ 

اٌطلاق ٚوناٌه ِب عؼً اٌٝ اِوأرٗ ِٓ اِو٘ب 

 فطٍمذ ٔفسٙب اٚاٌٝ غ١و٘ب فطٍمٙب فٙٛ وطلالٗ

لأٔٗ ثبِوٖ ٚلغ.
6

 

                                                 
5
Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokad 

dalam Perspektif Islam & Hukum Positif (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2003), . 65.   
6
Imam Abû Abdullah bin Muhammad ibn 

Idris as-Syᾱfi’ῑ, al-Umm, juz VI (Beirut Libanon:  

Dᾱr al-Waffa, 2001), . 303. 
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Artinya:”Ṭ         adalah yang dimulai 

oleh suami, dengan dijatuhkannya atas 

                     ẓ       ṣ          

                                     

dikehendaki dengan perkataan tadi 

              D        j            

yang diberikan kepada isterinya dengan 

menyerahkan atas perintahnya, 

                                     

sendiri atau diberikan kepada orang lain 

                            Y    

                                     

laki-                             

                 j    ” (   ) 

 

Maksud dari keterangan diatas Imᾱm 

Syᾱfi’ῑ bependapat bahwa ṭalak bisa 

dijatuhkan atas istrinya dengan cara lafaẓ 

ṣ     atau dengan sindiran, dalam 

penjatuhan ṭalakpun suami dapat 

menyerahkan kepada istrinya untuk 

menṭalak dirinya sendiri ataupun 

diserahkan kepada orang lain. 

Hal senada diungkapkan oleh Imᾱm Abῑ 

Zakariyᾱ bin Syarῑf an-Nawᾱwῑ, dalam 

kitab M       M     j, juz 2 halaman 297 

: 

)٠ٚظؼ( اٌزٛو١ً فٝ طوفٟ ث١غ ٚ٘جٗ ٚسٍُ 

ٚه٘ٓ ٚٔىبػ ٚاٌطلاق.
7

 
Artinya : “D                            

pihak dalam jual beli, hibah, salam, rohn, 

               ” (   ) 

 

Dengan adanya pendapat seperti ini 

maka ṭalak dapat dilakukan dengan cara 

mewakilkan atau mengirimkan seorang 

utusan/wakil yang menunjukan 

berakhirnya ikatan pernikahan. 

Pendapat Imᾱm Syᾱfi’ῑ tersebut 

berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm. 

Menurut Ibnu Hazm ṭalak tidak boleh 

diwakilkan kepada siapapun, kecuali 

diucapkan oleh suami sendiri, 

sebagaimana tertuang dalam kitab al-

Muhall , sebagai berikut : 

                                                 
7
Imam Abῑ Zakariyᾱ bin Syarῑf an-

Nawᾱwῑ, Mughnil M     j, juz II  (Beirut Libanon: 

Dᾱr al-Fikr, 2013),  297. 

ٌخ ػٍٝ طلاق ٚلا ػٍٝ ػزك ٚلا ٚلا رغٛى ٚوب

ػٍٝ رل ث١و ٚلا ػٍٝ هعؼخ ٚلا ػٍٝ إسلاَ ٚلا 

ػٍٝ رٛثخ ٚلا ػٍٝ إلواه ٚلا ػٍٝ إٔىبه ٚلا 

ػٍٝ ػمل اٌٙجخ اٌـ.... لأْ وً ماٌه إٌياَ ؽىُ ٌُ 

٠ٍيَ لظ, ٚؽً ػمل صبثذ, ٚٔمً ٍِه ثٍفظ, فلا 

٠غٛى اْ ٠زىٍُ أؽل ػٓ أؽل إلا ؽ١ش أٚعت مٌه 

عٛاى اٌٛوبٌخ فٝ ش١ئ ِٓ ٔض ٚلا ٔض ػٍٝ 

٘نٖ اٌٛعٖٛ, ٚالأطً اْ لا٠غٛى لٛي أؽل ػٍٝ 

غ١وٖ ٚلا ؽىّٗ ػٍٝ غ١وٖ ٌمٛي الله رؼبٌٝ : )ٚلا 

رىست وً ٔفس الا ػ١ٍٙب ٚلا ريه ٚاىهح ٚىه 

أفوٜ( ٚوً ِبموؤب وست ػٍٝ غ١وٖ ٚؽىُ 

ثبٌجبطً فلا ٠ّض١ٗ أؽل ػٍٝ أؽل.
8

 
A       :” D                       

mew                           

               j ‟                   

taubat, serta sumpah (pernyataan), ingkar, 

                   ……… K      

sesungguhnya hal tersebut sudah 

ditetapkan hukumnya, dan tidak 

diperbolehkan akad yang tetap, dan 

sesuatu yang dinuqilk            ẓ 

kepemilikannya. Maka tidak boleh 

mengatakan seorang kepada seseorang 

               c                ṣ      

mewajibkan (menetapkan)nya, dan pada 

  ṣ                              

mewakilkannya sesuatu pada pendapat ini. 

karena pada hukum asalnya tidak 

diperbolehkan seseorang mengatakan 

(mewakilkan) kepada yang lainnya. 

Seperti firman allah :  
ٚلا رىست وً ٔفس الا ػ١ٍٙب ٚلا ريه ٚاىهح 

  .ٚىه أفوٜ
(“D                                 

melainkan kemudharatannya kembali 

kepada dirinya sandiri, dan seorang 

yang berdosa tidak akan memikul dosa 

          ”) (   ) 

 

Beranjak dari perbedaan pendapat 

kedua ulama di atas, yaitu pendapat Imᾱm 

Syᾱfi’ῑ yang menyatakan boleh 

mewakilkan ṭalak. Sedangkan, Ibnu Hazm 

                                                 
8
Ibn Hazm, al-M       F  S       M       

     j j      Aṡ     j   8 (Beirut Libanon : Baitul 

Afkar Adauliyah, tt), 245. 
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berpendapat tidak bolehnya mewakilkan 

ṭalak, maka dari itu untuk mengetahui 

metode          hukum  yang digunakan 

oleh kedua ulama tersebut, penulis merasa 

tergerak untuk melakukan suatu kajian 

tentang hal ini kedalam bentuk skripsi 

dengan judul: “Status Hukum         

Ṭalak Studi Komparatif antara 

Pandangan  Imᾱm Syᾱfi’ῑ dan Ibnu 

Hazm.” 

 

Pendapat Imᾱm Syᾱfi’ῑ dan Ibnu Hazm 

Mengenai Status Hukum         Ṭalak 

1. Pendapat Imᾱm Syᾱfi’ῑ Mengenai 

Status Hukum         Ṭalak 

Sebagaimana telah diungkapkan 

di atas mengenai metode serta dalil 

yang dijadikan landasan hukum oleh 

Imᾱm Syᾱfi’ῑ, beliau menyatakan 

bahwa boleh mewakilkan dalam ṭalak. 

Hal ini sejalan dengan ungkapan Imᾱm 

Syᾱfi’ῑ dalam kitab al-Umm sebagai 

berikut:  

اثزلاٖ اٌيٚط فأٚلؼٗ ػٍٝ اِوأرٗ  اٌطلاق ِب

ثطلاق طو٠ؼ اٚولاَ ٠شجٗ اٌطلاق ٠و٠ل ثٗ 

ناٌه ِب عؼً اٌٝ اِوأرٗ ِٓ اِو٘ب اٌطلاق ٚو

فطٍمذ ٔفسٙب اٚاٌٝ غ١و٘ب فطٍمٙب فٙٛ وطلالٗ 

لأٔٗ ثبِوٖ ٚلغ.
9

 
Artinya:”Ṭ                             

oleh suami, dengan dijatuhkannya atas 

                     ẓ       ṣ          

                                     

dikehendaki dengan perkataan tadi 

              D        j            

yang diberikan kepada isterinya dengan 

menyerahkan atas perintahnya, 

                                     

sendiri atau diberikan kepada orang lain 

                            Y    

demikian itu adal                    

laki-                             

                 j    ” (   ) 

 

Maksud dari keterangan diatas 

Imᾱm Syafi’ῑ bependapat bahwa ṭalak bisa 

                                                 
9
Imam Abû Abdullah bin Muhammad ibn 

Idris as-Syᾱfi’ῑ, al-Umm, juz VI (Beirut Libanon:  

Dᾱr al-Waffa, 2001), 303. 

dijatuhkan atas istrinya dengan cara lafaẓ 

ṣ     atau dengan sindiran, dalam 

penjatuhan ṭalakpun suami dapat 

menyerahkan kepada istrinya untuk 

menalak dirinya sendiri ataupun 

diserahkan kepada orang lain.  

Dalam hal ini, penulis tidak 

menjumpai secara terperinci dalam kitab 

induknya Imᾱm Syᾱfi’ῑ yakni kitab al-

Umm yang membahas secara khusus 

tentang diperbolehkannya         ṭalak, 

akan tetapi penulis menjumpai dari kitab-

kitab   ẓ    S    ‟      bahwa         

ṭalak hukumnya sah dan dipebolehkan. 

Seperti yang diungkapkan oleh Imam Abῑ 

Zakariyᾱ bin Syarif an-Nawᾱwῑ, dalam 

kitab M       M     j, juz 2 halaman 297 

: 

)٠ٚظؼ( اٌزٛو١ً فٝ طوفٟ ث١غ ٚ٘جٗ ٚسٍُ 

ٚه٘ٓ ٚٔىبػ ٚاٌطلاق.
10

 
A       : “D                            

pihak dalam jual beli, hibah, salam, rohn, 

               ” (   ) 

 

Ketika berbicara permasalahan 

tentang ṭalak yang diwakilkan, tentu tidak 

terlepas dari peran seorang wakil atau 

kuasa untuk melakukan tindakan atas nama 

orang lain, seorang suami boleh mengutus 

seorang utusan kepada isterinya untuk 

menyampaikan pesannya bahwa isterinya 

boleh memilih apakah ia diṭalak atau 

tidak. Kalau isterinya memilih diṭalak, 

maka utusan suami itu menyatakan 

bahwa telah jatuh ṭalak suami satu kali, 

sebaliknya apabila isteri tidak mau 

diṭalak maka perkawinan itu tetap 

berlangsung sebagaimana mestinya. 

Hal ini selaras dengan ungkapan 

ungkapan Imᾱm Al –Mᾱwardῑ dalam 

kitabnya al-H w  al-Kab r fi Fiqh al-

Maẓhab as-Sy   ‟  dijelaskan: 

 ُّٞ هْكِ َٚ ب َّ ٌْ وَبٌخَُ فِٟ  :لبَيَ ا َٛ ٌْ ا َٚ ب لبَيَ  َّ ٘نََا وَ َٚ
َّْ  اٌطَّلَاقِ  ْٕذَ ل١َْسٍ عَبئيَِحٌ ،لِأَ خَ ثِ َّ ًُ  فبَطِ و١ِ َٚ طٍََّمَٙبَ 

 ، َُ سٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ِ طٍََّٝ اللهَّ شْٙلَِ هَسُٛيِ اللهَّ َّ عِٙبَ ، ثِ ْٚ ىَ

                                                 
10
Imam Abῑ Zakariyᾱ bin Syarῑf an-

Nawᾱwῑ, M       M     j, juz II  (Beirut Libanon: 

Dᾱr al-Fikr, 2013), 297. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11129
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ب عَبىَدِ  َّّ ٌَ ُ لِأََّٔٗ َٚ ضَبُٖ، ِْ َ غَ فأَ َِ وَبٌخَُ فِٟ إٌِّىَبػِ  َٛ ٌْ ا

ٌَٝ ْٚ اىُ٘بَ فِٟ اٌطَّلَاقِ أَ َٛ َْ عَ ِٗ وَب ِّ .رغ١ٍَِْظِ ؽُىْ
11

 
A       :      M               ; “ 

M                   ‟               

diperbolehkan, karena F               

Q                                      

atas sepengetahuan Rasulullah SAW, dan 

beliau membiarkannya. Dan bila 

diperbolehkannya mewakilkan dalam hal 

                    j                

                       c              ”  

(Pen) 

 

Pada keterangan diatas Imam al-

Mᾱwardῑ dalam kitab al- al-H w  al-

Kab r fi Fiqh al-M ẓ      -S    ‟  

menjelaskan bahwa         ṭalak  itu 

diperbolehkan, karena ada suatu hadits 

Rasulullah SAW, yang menjelaskan 

bahwa suatu ketika F               Q    

telah diṭalak oleh wakil suaminya atas 

sepengetahuan Rasulullah SAW, dan 

beliau membiarkannya. Apabila 

diperbolehkannya mewakilkan dalam hal 

pernikahan, maka penjatuhan ṭalakpun 

boleh dilakukan dengan cara diwakilkan. 

Selian itu, dalam kitab Syarah al-

M    ż   L         karangan Syekh 

Muhyiddῑn an-Nawᾱwῑ juz 14 halaman 

163: 

٠ٚغٛىاٌزٛو١ً فٟ ػمل إٌىبػ ٌّب هٚٞ : اْ 

إٌجٟ طٍؼُ ٚوً ػّوٚ ثٓ ا١ِخ اٌضّوٞ فٟ 

إٌىبػ اَ ؽج١جخ, ٠ٚغٛى فٟ اٌطلاق ٚافٍغ 

ٚاٌؼزبق لأْ اٌؾبعخ رلػٛ اٌٝ اٌزٛو١ً ف١ٗ وّب 

ٚلا٠غٛى رلػٛ اٌٝ اٌزٛو١ً فٝ اٌج١غ ٚإٌىبػ, 

ٚاٌٍؼبْ, لأٔٙب ا٠ّبْ  اٌزٛو١ً فٝ الإ٠لاء ٚاٌظٙبه

فلا رؾ١ًّ اٌزٛو١ً.
12

 
Artinya :“D                        

pada akad nikah seperti diriwayatkan, 

bahwa Nabi SAW mewakilkan nikahnya 

Amr bin Umayah Ad-D            

nikahnya Ummu Habibah, dan di 

                                                 
11

Al-Mawardi, al-H wī al-Kabīr fi Fiqh 

al-M ẓ      -S    ‟ , juz X (Beirut Libanon : 

Dᾱr al-Kitᾱb al-Alamiyah, 2009), 176. 
12
Syekh Muhyiddīn an-Naw w , Syarah 

al-M   ż   L         (Jeddah: Mamlakah al-

Arabiah, tt), 163. 

perbolehkan j                     ‟  c     

karena sesungguhnya hal ersebut 

membutuhkan perwakilan seperti halnya 

perwakilan dalam jual beli dan nikah, dan 

                                 ẓ      

dan lian, karena hal tersebut adalah 

sumpah maka tidak diperkenankan untuk 

          ” (   ) 

 

Maksud dari keterangan diatas 

syekh Muhyiddῑn an-Nawᾱwῑ berpendapat 

bahwa ṭalak dapat boleh diwakilkan sepeti 

halnya diperbolehkan         dalam akad 

nikah, karena hal tersebut membutuhkan 

perwakilan seperti perwakilan dalam 

mas’alah muamalah lainnya, kecuali    ‟ 

ẓ    , dan lian karena hal tersebut adalah 

sumpah maka         tersebut tidak 

diperkenankan untuk diwakilkan. 

Adapun mengenai pembagian 

        ṭalak Ustadz Dr. Muhammad Az-

Zuhailῑ dalam kitab al-M ‟      

menyatakan sebagai berikut: 

اٌٛوٍخ فٝ اٌطلاق ِطٍمخ, وأْ  ٠ٚغٛى  اْ رىْٛ

٠مٛي :ٚوٍزه فٝ طلاق ىٚعزٟ فلأخ, فٍٗ اْ 

٠طٍمٙب ػٍٝ اٌفٛه ٚاٌزوافٝ, ٚاْ رىْٛ ِم١لح, 

ٝ طفخ, وأْ ٠طٍمٙب ٚ٘ٛ اْ ٠ٛوٍٗ فٝ اٌطلاق ػٍ

٠َٛ اٌق١ّس, اٚ ػٍٝ اٌسٕخ, اٚ ػٍٝ اٌجلػخ, فلا 

رطٍك الا اماطٍمٙب ػبٜ ٘نٖ اٌظفخ.
13

 
A      : “D                         

         c    mutlaq, seperti halnya 

                     “ S               

                                     

  c                                ”      

                 c    Muqayyad yaitu 

mewakilkan                     

penyifatan menalaknya, seperti halnya 

menalak pada  h                            

         ‟             j                   

                                         

          ”  (   )  

 

Pendapat ini diungkapkan juga oleh Imᾱm 

Al-Mᾱwardῑ, beliau berpendapat : 

 ػٍٝ اٌضوث١ٓ : اٌٛوٍخ

                                                 
13

Muhammad az-Zuhail , al-M ‟         

Fiqh as-Sy   ‟   juz IV (Damsik : D r al-Q lam, tt),  

162. 
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:ٚوٍزه اْ رىْٛ ٚطٍمخ ٚ٘ٛ ا١ٔمٛي :   :أحدهما

فٝ طلاق ىٚعزٟ فلأخ, فٍٗ اْ ٠طٍمٙب ػٍٝ 

اٌفٛه ٚاٌزوافٝ ثقلاف ِب ٌٍِٛىٙب اٌطلاق 

ٌٕفسٙب, لأْ ٘نٖ ١ٔبثخ ٚمان ر١ٍّه, فئْ موو ٌٗ 

 ِٓ اٌطلاق ػلكا ٌُ ٠زغبٚىٖ.

: اْ رىْٛ اٌٛوٍخ ِم١لح, ٚ٘ٛ اْ  والضرب الثانى

٘ٛ اْ ٠أِوٖ اْ ٠ٛوٍٗ فٝ طلالٙب ػٍٝ طفخ, ٚ

٠طٍمٙب فٝ ٠َٛ اٌق١ّس, فلا ٠غٛى اْ ٠طٍمٙب 

الاف١ٗ, فئْ طٍمٙب فٝ غ١وٖ ٌُ رطٍك, اٚ ٠أِوٖ اْ 

٠طٍمٙب ٌٍسٕخ, فئْ طٍمٙب ٌٍجل ػخ ٌُ رطٍك, اٚ 

٠أِوٖ اْ ٠طٍمٙب ٌٍجلػخ , فئْ طٍمٙب ٌٍسٕخ ٌُ 

رطٍك.
14

 
A      : “                         j    

dua macam: 1.                       

     q                          

           “ S                          

kepadamu atas isteri saya yang bernama 

(fulanah) secara seketika atau tidak 

seketika, sehingga sebagai pembeda 

kepemilikan, karena hal ini pengganti 

pada hak kepemi                

             j                      2  

                          q       

                                       

sifat, yaitu seperti halnya memerintahkan 

kepada seseorang untuk menalak isteri 

pada hari kamis, maka tidak 

diperbolehkan menalaknya kecuali pada 

hari tersebut,  ataupun memerintahkan 

                                 

            j                        

         ‟                           

                    ” (   ) 

 

Mengenai hukum         ṭalak 

jumhûr ulamᾱpun berpendapat sama 

seperti halnya ulama   ẓ    S    ‟       

bahwa hak atas ṭalak yang berada 

ditangan suami dapat ia gunakan sendiri 

ataupun dipercayakan atau diwakilkan 

kepada orang lain. Sebagaimana kaidah 

umum: 

                                                 
14

Al-Mawardi,al-H wī al-Kabīr fi Fiqh 

al-M ẓ      -S    ‟ , juz X (Beirut Libanon : 

D r al-Kitab al-Alamiyah, 2009),  178. 

ِٓ ٍِه رظوفب ٠ٍّه اْ ١ٕ٠ت غ١وٖ ف١ٗ.
15

 
A      :“S            memiliki taṣaruf 

dari beberapa taṣaruf ia dapat 

melakukannya sendiri atau 

menggantikannya kepada orang 

    ” (Pen) 

Berdasarkan kaidah inilah para 

ulama sepakat bahwa perwakilan dalam 

masalah ṭalak adalah boleh. Demikian 

juga Sayyid Sᾱbiq mengatakan:  

اٌطلاق ثئهسبي هسٛي ١ٌجٍغ اٌيٚعخ ٠ٚظؼ 

اٌغبئجخ ثأٔٙب ِطٍمخ, ٚاٌوسٛي ٠فَٛ فٝ ٘نٖ 

اٌؾبٌخ ِمبَ اٌّطٍك, ٠ّٚض طلالخ.
16

 
Artinya:“Ṭ                         

mengirim seseorang utusan untuk 

menyampaikan pada isterinya yang 

berada ditempat lain bahwa ia telah 

         D     hal ini utusan bertindak 

                                      

            ” (Pen) 

 

Adapun mengenai syarat 

ketentuan mengenai         Imᾱm al-

Qurtûbῑ berpendapat bahwa:  

ٚ شو ط ِؾً اٌزٛ و١ً اْ ٠ىْٛ لب ثلا ١ٌٍٕب ثخ 

ِضً اٌج١غ ٚاٌؾٛاٌخ ٚاٌضّبْ ٚسبئو اٌؼمٛك 

ٚاٌفسٛؿ ٚاٌشووخ ٚاٌٛوب ٌخ ٚاٌّظبهلخ ٚاٌّغب 

ٚإٌىبػ ٚاٌطلاق ٚاٌقٍغ ٚاٌظٍؼ  ػٍخ ٚاٌّسبلخ

ٚلا رغٛى فٝ اٌؼجبكاد اٌجل١ٔخ ٚاٌزغٛى فٝ اٌّب 

١ٌخ وب اٌظللذ ٚاٌيوبح ٚاٌؾظ.
17

 
Artinya:“S                            

ialah bahwa perkara tersebut dapat 

digantikan oleh orang lain seperti jual 

beli, pemindahan hutang, tanggungan, 

akad-akad lain, pembatalan-pembatalan, 

serikat dagang, pemberian kuasa, 

penukaran mata uang, pemberian gaji, 

                                    ‟     

perdamaian, tetapi tidak diperbolehkan 

pada ibadah badaniyah dan 

                                                 
15

Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, al-

M    ‟     -Fiqhiyyah al-M             -Ṭalaq 

(Beirut Libanon : Daar al-Kitab al-Alamiyah, tt),  

161. 
16

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 220. 
17

Ahmad Ibn Rusyid al-Qurtuby, 

          -Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasyid,  

297. 
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diperbolehkan pada ibadah maliyyah 

seperti sedekah, zakat, haji.(Pen) 

 

Dari semua urain di atas dapat 

disimpulkan tentang pendapat Imᾱm 

Syᾱfi’ῑ  yang diperkuat oleh ulama-ulama 

Sy   ‟      bahwa          ṭalak  

merupakan hal yang diperbolehkan 

karena perkara ṭalak sama halnya seperti 

perkara muamalah lainnya yang perlu 

untuk diwakilkan seperti jual beli, salam, 

rahn, dan pernikahan.  

 

2. Pendapat Ibnu Hazm Mengenai 

Status Hukum         Ṭalak 
Berbeda halnya dengan Imᾱm 

Syᾱfi’ῑ, Ibnu Hazm mengatakan bahwa 

mewakikan dalam  ṭalak hukumnya 

adalah tidak boleh. Hal ini sesuai 

dengan ungkapan dalam kitabnya 

sebagai berikut: 

ٚلا رغٛى ٚوبٌخ ػٍٝ طلاق ٚلا ػٍٝ ػزك 

ٚلا ػٍٝ رل ث١و ٚلا ػٍٝ هعؼخ ٚلا ػٍٝ 

إسلاَ ٚلا ػٍٝ رٛثخ ٚلا ػٍٝ إلواه ٚلا ػٍٝ 

ٍٝ ػمل اٌٙجخ اٌـ.... لأْ وً ماٌه إٔىبه ٚلا ػ

إٌياَ ؽىُ ٌُ ٠ٍيَ لظ, ٚؽً ػمل صبثذ, ٚٔمً 

ٍِه ثٍفظ, فلا ٠غٛى اْ ٠زىٍُ أؽل ػٓ أؽل إلا 

 ؽ١ش أٚعت مٌه ٔض ٚلا ٔض ػٍٝ عٛاى
اٌٛوبٌخ فٝ ش١ئ ِٓ ٘نٖ اٌٛعٖٛ, ٚالأطً اْ 

لا٠غٛى لٛي أؽل ػٍٝ غ١وٖ ٚلا ؽىّٗ ػٍٝ 

ست وً ٔفس غ١وٖ ٌمٛي الله رؼبٌٝ : )ٚلا رى

الا ػ١ٍٙب ٚلا ريه ٚاىهح ٚىه أفوٜ( ٚوً 

ِبموؤب وست ػٍٝ غ١وٖ ٚؽىُ ثبٌجبطً فلا 

٠ّض١ٗ أؽل ػٍٝ أؽل.
18

 
A       :” D                       

                              

               j ‟                   

taubat, serta sumpah (pernyataan), ingkar, 

dan p              ……… K      

sesungguhnya hal tersebut sudah 

ditetapkan hukumnya, dan tidak 

diperbolehkan akad yang tetap, dan 

                 q               ẓ 

kepemilikannya. Maka tidak boleh 

                                                 
18

Ibn Hazm, al-M       F  S       

M            j j      Aṡ     j   8 (Beirut Libanon 

: Baitul Afkar Adauliyah, tt), . 245. 

mengatakan seorang kepada seseorang 

yang lainya, kecuali terdapat   ṣ      

mewajibkan (menetapkan)nya, dan pada 

  ṣ                              

mewakilkannya sesuatu pada pendapat ini. 

karena pada hukum asalnya tidak 

diperbolehkan seseorang mengatakan 

(mewakilkan) kepada yang lainnya. Seperti 

firman allah :  
ً ٔفس الا ػ١ٍٙب ٚلا ريه ٚاىهح ٚلا رىست و

 .ٚىه أفوٜ
(“D                                 

melainkan kemudharatannya kembali 

kepada dirinya sandiri, dan seorang 

yang berdosa tidak akan memikul dosa 

          ”) (   ) 

 

Ibnu Hazm berpendapat demikian 

berdasarkan bahwa mewakilkan ṭalak 

pada orang lain itu tidak boleh, karena 

hal ini mempunyai arti pemberian hak 

milik. Sedang menurut hukum      ‟ hak 

ṭalak itu berada di pihak laki-laki 

(suami). Oleh sebab itu tidak bisa 

seseorang merubah hukum Allah, sebab 

tidak ada dalil yang menunjukkan kepada 

berlakunya perlakuan dalam masalah 

ṭalak, dan walaupun hak ṭalak ini 

merupakan hak pribadi tetapi apabila 

diwakilkan kepada orang lain, maka 

berarti telah melanggar ketentuan Allah 

karena telah melampaui had-Nya, beliau 

menyandarkan pendapatnya ini pada 

keumuman firman Allah SWT:  

                   

A      :“D                     

melanggar ketentuan Allah maka ia 

termasuk orang yang       ” (Q S    -

Baq rah: 229)  

 

Ibn Hazm juga menyandarkan 

pendapatkan berdasarkan firman Allah :  

                

                  
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               

A      : “D                ‟    (    -

    )       ‟    (         )        

Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu 

perkara maka bagi mereka (laki-laki dan 

            ‟   )                   

         c                    ” (Q S  

al-Ahz b: 36)
19

 

Berdasarkan ungkapan Ibnu Hazm 

di atas, jelas sekali bahwasanya beliau 

menghukumi         ṭalak tidak 

diperbolehkan, karena ketika seseorang 

mewakilkan ṭalak kepada orang lain seperti 

halnya memberikan hak miliknya kepada 

orang lain. Sedangkan hak untuk 

menjatuhkan ṭalak itu berada ditangan 

seorang suami. 

 

Metode Istinbᾱṭ Hukum Imᾱm Syᾱfi’ῑ 

dan Ibnu Hazm Tentang Status Hukum 

Wakᾱlah Ṭalak 

1. Metode Istinbᾱṭ Hukum Imᾱm Syᾱfi’ῑ 

Tentang Status Hukum         

Ṭalak. 

Imᾱm Syᾱfi’ῑ  berpendapat bahwa 

ṭalak merupakan hak laki-laki, karena 

itu ia berhak menṭalak sendiri 

isterinya, atau menyerahkannya 

kepada isterinya atau menguasakannya 

kepada orang lain untuk menjatuhkan 

ṭalaknya tanpa mengurangi haknya 

untuk itu. 

Adapun landasan hukum tentang 

kebolehan pemberian kuasa/wak lah ini 

dapat dilihat dalam :  

a. al-Qur’an 

Salah satu dasar tentang 

dibolehkannya wak lah, Hal ini 

sejalan dengan firman Allah SWT 

QS. an-Nis : 35: 

                 

                  

                                                 
19

Kementrian Agama RI,  Al-Q  ‟   

Tajwid Kode,  673. 

                  

    

A       : “D   j                         

persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang hakim dari keluarga 

laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. jika kedua orang 

hakam itu bermaksud mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi 

taufik kepada suami-isteri itu. 

Sesungguhnya Allah maha mengetahui 

                   ” (QS. an-

Nis  4:35)
20

  

 

Para ulama ahli tafsῑr dalam menafsirkan 

ayat diatas memberi makna bahwa bila 

telah terjadi    q q (perselisihan) 

maka dianjurkan mengangkat 

seseorang       (juru damai) dari 

masing-masing pihak (suami-istri) 

sebagai wakilnya, atau bila suatu 

perbuatan itu menghendaki adanya 

orang lain yang melakukannya maka 

mengangkat seseorang untuk menjadi 

wakilnya. Dalam hal ini Imam 

Nawᾱwῑ menafsirkan:  

ب اٌّؤ ِْٕٛ ِقبٌفخ ث١ٓ اٌوعً إْ ػٍّزُ ا٠ٙ

ٚاٌّوأح ٌُٚ رلهٚا ِٓ ا٠ّٙب فبثؼضٛ اٌٝ 

اٌيٚع١ٓ لا طلاػ اٌؾبي ث١ّٕٙب ؽىّب اٞ 

هعلا ٚسطب طب ٌؾب ٌلإطلاػ  ِٓ اٍ٘ٗ اٞ 

ىٚط ٚؽىّب افو ػٍٟ طفخ الاٚي ِٓ 

اٍ٘ٙب.
21

 
Artinya:“D   j                   

orang-orang yang beriman 

mengetahui perselisihan diantara 
orang laki-laki dan orang perempuan 

dan tidak dapat didamaikan maka 

utuslah kepada keduanya (suami 

      )                           

dari pihak laki-laki dan seorang 

                                

                                                 
20

 Kementrian Agama RI,  Al-Q  ‟   

Tajwid Kode, 20  
21

Imam Abu Hasan Ibn Ahmad al-

Wahidi, Tafsir An-N     , juz I (Libanon : D r 

al-Fikr, 1980), 10. 
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                    ” (   ) 

 

Persoalan yang timbul dari ayat 

diatas adalah bagaimana konteks ayat 

tersebut dikaitkan dengan permasalahan 

dalam hukum keluarga yang berkenaan 

dengan         ṭalak, sehingga apakah 

mewakilkan ṭalak kepada seseorang 

diperbolekan atau tidak? 

Imᾱm Syᾱfi’ῑ  bependapat bahwa 

ṭalak bisa dijatuhkan atas istrinya dengan 

cara     ẓ ṣ     atau dengan sindiran, 

dalam penjatuhan ṭalakpun suami dapat 

menyerahkan kepada istrinya untuk 

menalak dirinya sendiri ataupun 

diserahkan kepada orang lain, pendapat ini 

sesuai dengan yang telah penulis 

ungkapkan di atas. 

b. Hadits  

Disamping al-Qur’an, dasar 

hukum         terdapat juga dalam 

hadits Nabi SAW. Diantara hadits 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Hadits Urwah al-B riqi  

ػٓ ػوٚح ثٓ اثٝ اٌغؼل اٌجبهق هضٟ الله 

ػٕٗ : اْ إٌجٟ طٍؼُ اػطبٖ ك٠ٕبها ١ٌشزوٞ 

ٌٗ ثٗ شبح فبشزوٞ فجبع اؽلّ٘ب ثل٠ٕبهٚعبءٖ 

ثل٠ٕبهٚشبحفلػبٌٗ ثبٌجووخ فٝ ث١ؼٗ ٚوبٔٛ 

اشزوٞ اٌزواة ٌٛثؼ ف١ٗ )هٚاٖ فّسخ الا 

إٌسبئىٝ ٚلل افوعٗ اٌجقبهٜ فٝ ضّٓ 

وِنٞ ٌٗ ؽل٠ش ٌُٚ ٠سك ٌفظٗ ٚاٚهاك اٌز

شب٘ل ِٓ ؽل٠ش ؽى١ُ ثٓ ؽياَ. 
22

 
A       : “D    U         A     -J ‟   

al-    q  ”      N                    

satu dinar untuk membeli seekor kambing 

untuk Nabi. Urwah lalu membeli dua ekor 

kambing untuk Nabi dengan uang satu 

dinar tersebut. Ia menjual salah satunya 

dengan harga satu dinar dan satu ekor 

kambing. Nabi lalu mendoakannya supaya 

diberi keberkahan dalam jual 

belinya.Andaikata ia membeli debu (tanah) 

sekalipun, ia pasti akan beruntung 

           ” ( R  L                

                                                 
22

Abdullah bin Abdur Rahman al-Basan, 

S         û     M     , cet. ke-1 ( Jakarta: 

Pustaka Azam , 2006), 361. 

  c     N   ‟ )         meriwayatkan 

didalam bagian suatu hadits tetapi ia tidak 

megemukakan lafadznya, at-T        

                                      

               )  

 

Hadits Abû R fi    

قالو ابو رافع : استلف النبي صلعم بكرا فجائت 
  23ابل الصدقة فأمرنى اناقضي الرجل بكره.

A       :         A û R   ‟: “N    

berutang seekor unta perawan, kemudian 

datanglah unta hasil zakat, Nabi kemudian 

memerintahkan saya untuk membayar unta 

tersebut kepada laki-laki (pemiliknya). 

( R  J   ‟     c       -       )  

 

Dalam hadits tersebut dijelaskan 

bahwa nabi memberi kuasa kepada dua 

orang sahabat untuk melakukan 

transaksi. Dalam hadits pertama, nabi 

memberi kuasa kepada Urwah al-Barqi 

untuk membeli seekor kambing. 

Sedangkan dalam hadits kedua nabi 

memberi kuasa kepada Abû R fi untuk 

membayar utang seekor unta kepada 

seseorang.  

Selain hadits diatas, ada juga 

hadits lain yang berhubungan dengan 

       , yaitu terdapat pada hadits Abû 

Dawûd : 

 ِّّٟ صَٕبَ ػَ َُ ؽَلَّ ١ِ٘ ِٓ إثِْوَا ُٓ سَؼْلِ ثْ ِ ثْ صَٕبَ ػُج١َْلُ اللهَّ ؽَلَّ

 ِٓ ْٓ اثْ صَٕبَ أثَِٟ ػَ ْ٘تِ  ؽَلَّ َٚ  ٍُ ْٓ أثَِٟ ٔؼ١َُْ إسِْؾَكَ ػَ

ؼَُٗ  ِّ ُ سَ ِ أََّٔٗ ِٓ ػَجْلِ اللهَّ ْٓ عَبثوِِ ثْ َْ ػَ ِٓ و١َْسَب ثْ

ٌْقُوُٚطَ إٌَِٝ ف١َْجوََ فأَر١ََْذُ  سُ لبَيَ أهََكْدُ ا ٠ؾَُلِّ

 ِٗ ذُ ػ١ٍََْ ّْ َُ فسٍَََّ سٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ِ طٍََّٝ اللهَّ هَسُٛيَ اللهَّ

ٍْذُ ٌَُٗ إِِّٟٔ  لُ ٌْقُوُٚطَ إٌَِٝ ف١َْجوََ فمَبَيَ َٚ أهََكْدُ ا

سْمبً  َٚ سَخَ ػَشَوَ  ّْ ُْٕٗ فَ ِِ و١ٍِِٟ فقَُنْ  َٚ إِمَا أر١ََْذَ 

.ِٗ رِ َٛ ٕهَْ آ٠خًَ فضََغْ ٠لََنَ ػٍََٝ روَْلُ ِِ ْْ اثْزغََٝ  ِ فئَ
24

 
A       :” T        c                

kami 'Ubaidullah bin Sa'dan bin Ibrahim 

telah menceritakan kepada kami Pamanku 

telah menceritakan kepada kami Ayahku 

                                                 
23

Abdullah bin Abdur Rahman al-Basan, 

S         û     M     , 361. 
24

Abdullah bin Abdur Rahman Al-Basan, 

Syarah Bulughul Marram, 361. 
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dari Ibnu Ishaq dari Abu Nu'aim Wahb bin 

Kaisan dari Jabir bin Abdullah bahwa ia 

mendengarnya menceritakan, ia berkata, 

"Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu aku 

datang menemui Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam, aku ucapkan salam 

kemudian berkata, "Sesungguhnya aku 

ingin pergi ke Khaibar." Kemudian beliau 

bersabda: "Apabila engkau datang kepada 

wakilku, maka ambillah darinya lima belas 

wasaq, dan apabila ia menginginkan tanda 

darimu maka letakkan tanganmu pada 

              ”  ( R  A   D    )  

 

Selain itu, bahwa hadits diatas 

pula dikuatkan dengan hadits tentang 

Nabi Muhammad SAW yang 

mewakilkan sahabat Amr dalam 

pernikahannya, sehingga terlihat jelas 

bahwa kebolehan mewakilkan ṭalak ini 

adalah adanya kebutuhan atau hajah 

sebagaimana kebolehan mewakilkan 

dalam akad jual-beli dan nikah karena 

adanya hajah. Hal ini selaras dengan 

ungkapan Syekh Muhyiddῑn an-

Nawᾱwῑ dalam kitab Syarah al-

M    ż   L    r r  juz 14 halaman 

163: 

إٌىبػ ٌّب هٚٞ : اْ  ٠ٚغٛىاٌزٛو١ً فٟ ػمل

إٌجٟ طٍؼُ ٚوً ػّوٚ ثٓ ا١ِخ اٌضّوٞ فٟ 

إٌىبػ اَ ؽج١جخ, ٠ٚغٛى فٟ اٌطلاق ٚافٍغ 

ٚاٌؼزبق لأْ اٌؾبعخ رلػٛ اٌٝ اٌزٛو١ً ف١ٗ وّب 

رلػٛ اٌٝ اٌزٛو١ً فٝ اٌج١غ ٚإٌىبػ, ٚلا٠غٛى 

اٌزٛو١ً فٝ الإ٠لاء ٚاٌظٙبه ٚاٌٍؼبْ, لأٔٙب 

ا٠ّبْ فلا رؾ١ًّ اٌزٛو١ً.
25

 
Artinya :“D                        

pada akad nikah seperti diriwayatkan, 

bahwa Nabi SAW mewakilkan nikahnya 

Amr bin Umayah ad-D            

nikahnya Ummu Habibah, dan 

diperbolehkan juga mewakilkan pada 

            ‟  c                         

hal ersebut membutuhkan perwakilan 

seperti halnya perwakilan dalam jual beli 

dan nikah.  Dan tidak diperbolehkannya 

                                                 
25
Syekh Muhyiddīn an-Naw w , Syarah 

al-M   ż   L          (Jeddah: Mamlakah Al-

Arabiah, tt), 163. 

          ẓ                           

tersebut adalah sumpah maka tidak 

                              ” (   ) 

 

c. Ijmᾱ’ sahabat 

Disamping al-Qur’an, dan 

hadits dasar hukum         terdapat 

juga dalam ijm ’. Para ulama pun 

bersepakat dengan ijm ’ atas 

diperbolehkannya        . Bahkan 

menurut al-Qaḍῑ Husain dan lainnya, 

bahkan mereka lebih cenderung 

mensunahkannya dengan alasan 

bahwa hal tersebut termasuk jenis 

  ‟   n atau tolong-menolong atas 

dasar kebaikan dan taqwa. Sesuai 

dengan redaksinya sebagai berikut:  

ٚاعّغ اٌّسٍّْٛ ػٍٝ عٛاى٘ب, ثً لبي 

اٌمبضٝ ؽس١ٓ ٚغ١وٖ أٙب ِٕنٚة ا١ٌٙب 

ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ )ٚرؼبٚٔٛا ػٍٝ اٌجو ٚاٌزمٜٛ( 

ٚالله فٝ ػْٛ اٌؼجل ِبوبْ ٚفٝ اٌؾل٠ش )

فٝ ػْٛ أف١ٗ(.
26

 
A      :“D                       

bersepakat bahwa diperbolehkannya 

                  -Q               

selainnya, berpendapat bahwa sangat 

dianjurkan dengan merujuk firman Allah 

S T  “D                             

pad                 q  ”           

       “Dan Allah SWT akan selalu 

menolong hambanya, selama hamba itu 

                           ” (    ) 

 

Hal ini didasarkan pada al-Qur’an surat 

al-M idah ayat 2 :  

              

                   

               

                     

                                                 
26

Al-Imam Taqiyuddīn Abu Bakar bin 

Muhammad al-Husaini , Kifayah al-A               

Ghayah al-     ṣ r, juz  I (Surabaya: Beirut,  tt),  

283. 
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               

                  

                   

            

Artinya : “Hai orang-orang yang 

beriman, janganlah kamu melanggar 

syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar 

kehormatan bulan-bulan haram,  jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, 

dan binatang-binatang qalaa-id, dan 

jangan (pula) mengganggu orang-orang 

yang mengunjungi Baitullah sedang 

mereka mencari kurnia dan keredhaan 

dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah 

berburu. dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 

karena mereka menghalang-halangi kamu 

dari Masjidilharam, mendorongmu 

berbuat aniaya (kepada mereka). dan 

tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat berat siksa-N  ”  (QS. al-

M idah/5:2)
27

 

 

Dan berdasarkan sabda Rasulullah 

SAW : 

 .فى عون أخيو كانوالله فى عون العبد ما 
Artinya : “D   A     S T             

menolong hambanya, selama hamba itu 

                           ”  (  R  

Muslim). 

 

d. Qiyas 

Imam Syafi’i dalam menggali 

hukum tentang wakᾱlah ṭalak adalah 

berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, 

meskipun tidak secara tegas 

                                                 
27

Kementrian Agama RI,  Al-Q  ‟   

Tajwid Kode, 192. 

menyebutkan istilah qiyas, akan 

tetapi hal ini dapat dipahami dari 

pendapat dan langkah-langkah cara 

berpikir beliau dalam menetapkan 

sebuah hukum. 

Imam Syafi’i berpendapat seperti 

diatas karena beliau mengqiyaskan 

wakᾱlah ṭalak dengan wakᾱlah dalam 

masalah muamalah lainnya, seperti 

halnya mewakilkan pernikahan. Hal ini 

selaras dengan ungkapan Imᾱm Al –

Mᾱwardῑ dalam kitabnya al-H w  al-

Kab r fi Fiqh al-Maẓhab as-Sy   ‟  

dijelaskan: 

وَىَذَا كَمَا قَالَ وَالْوكََالَةُ فِ  :قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ 
طلََّقَهَا فَاطِمَةَ بنِْتَ قَ يْسٍ الطَّلََقِ جَائزَِةٌ ،لَِِنَّ 

وكَِيلُ زَوْجِهَا ، بِشَْهَدِ رَسُولِ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ 
ا جَازَتِ الْوكََالَةُ فِ وَسَ  لَّمَ ، فَأَمْضَاهُ،وَلَِِنَّوُ لَمَّ

النِّكَاحِ مَعَ تَ غْلِيظِ حُكْمِوِ كَانَ جَوَازىَُا فِ الطَّلََقِ 
 28.أَوْلَ 

A       :      M               ; “ 

M                   ‟               

diperbolehkan, karena F               

Qais                                   

atas sepengetahuan Rasulullah SAW, dan 

beliau membiarkannya. Dan bila 

diperbolehkannya mewakilkan dalam hal 

                    j                

                       c              ”  

(Pen) 

 

Pada keterangan diatas Imam al-

Mᾱwardῑ dalam kitab al- al-H w  al-

Kab r fi Fiqh al-M ẓ      -S    ‟  

menjelaskan bahwa         ṭalak  itu 

diperbolehkan, karena ada suatu hadits 

Rasulullah SAW, yang menjelaskan 

bahwa suatu ketika F               

Qais telah diṭalak oleh wakil suaminya 

atas sepengetahuan Rasulullah SAW, 

dan beliau membiarkannya. Apabila 

                                                 
28

Al-Mawardi, al-H wī al-Kabīr fi Fiqh 

al-M ẓ      -S    ‟ , juz X (Beirut Libanon : 

Dᾱr al-Kitᾱb al-Alamiyah, 2009), 176. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11129
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diperbolehkannya mewakilkan dalam 

hal pernikahan, maka penjatuhan 

ṭalakpun boleh dilakukan dengan cara 

diwakilkan. 

Para fuqoha mengatakan “Semua 

akad yang boleh diakadkan sendiri oleh 

manusia, boleh juga ia wakilkan kepada 

orang lain”,
29

 atau dengan istilah lain 

perwakilan itu sah dilakukan pada tiap-

tiap pekerjaan yang dibolehkan oleh 

syara’ seperti jual-beli, nikah, memberi 

hibah dan lain-lain sesuatu yang 

berhubungan dengan muamalah dan 

munakahat. Dari statement tersebut 

secara implisit mengindikasikan bahwa 

pemberian kuasa/mandat dalam 

mas’alah ṭalak diperbolehkan.  

Dalam qiyas terdapat empat rukun 

yang harus dipenuhi oleh   q   ‟ untuk 

berijtihad supaya terdapat sebuah 

kepastian hukum, yaitu : al-Ashlu, al-

F  ‟         A          -Illat.  
30

 

Pertama, al-Ashlu ini adalah 

sesuatu yang ada nash hukumnya. Imam 

Syafi’i berpendapat tentang wakᾱlah 

ṭalak ini memang disamakan dengan 

wakᾱlah dalam masalah pernikahan. 

Akan tetapi beliau dalam nash 

hukumnya tidak secara sepesifik 

menggunakan nash wakᾱlah ṭalak. 

Beliau lebih menggunakan konsep 

        secara umum tanpa melihat 

setatus wakᾱlahnya dalam mas’alah 

ṭalak, pernikahan, jual beli ataupun 

dalam muamalah lainnya. 

Kedua, al-F  ‟  adalah sesuatu 

yang tidak ada nash hukumnya. Seperti 

dalam penjelasan diatas bahwa wakᾱlah 

ṭalak ini tidak terdapat nash hukumnya 

baik al-Qur’an ataupun hadits, maka 

wakᾱlah ṭalak ini disamakan dengan 

wakᾱlah dalam pernikahan. 

Ketiga, hukum Ashl adalah 

hukum syara’ yang ada nashnya pada 

al-Ashl (pokoknya). Pada dasarnya 

siapa saja boleh melakukan         

tanpa melihat setatusnya baik dari 

                                                 
29

 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, 25 
30

 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah. 25 

pemberi kuasa atau penerima kuasa. 

Dalam         siapa yang dianggap 

sah dijadikan wakil, maka sah juga 

sesuatu yang dikuasakan kepadanya. 

Ketika seseorang boleh dijadikan wakil 

dalam hal pernikahan, maka dia juga 

boleh dijadikan sebagai wakil dalam 

perkara ṭalak. 

Keempat, Illat adalah suatu sifat 

yang dijadikan dasar untuk membentuk 

hukum pokok dan berdasarkan adanya 

keberadaan sifat itu pada cabang (   ‟), 

maka ia disamakan dengan pokoknya 

dari segi hukunya. Illat yang terdapat 

dalam permasalahan ini adalah sama-

sama menghilangkan kepemilikan. 

Jadi, ketika seseorang sah 

mewakilkan dalam masalah pernikahan 

maka sah perwakilannya dalam maslah 

ṭalak. Karena sesungguhnya hak untuk 

menjatuhkan ṭalak melekat pada orang 

yang menikahinya.  

Apabila hak menikahi orang 

perempuan untuk dijadikan sebagai 

isteri, maka yang berhak menjatuhkan 

ṭalak adalah orang laki-laki yang 

menikahinya. Oleh karena itu ia berhak 

menṭalak isterinya sendiri secara 

langsung atau mewakilkannya kepada 

orang lain.  

Dari semua urain di atas dapat 

disimpulkan Imᾱm Syᾱfi’ῑ 

berpendapat, bahwa perwakilan 

merupakan hal yang diperbolehkan 

agama termasuk didalamnya masalah 

ṭalak. Maka dengan ini Imᾱm Syᾱfi’ῑ 

menggunakan metode istinb   hukum 

yakni al-Qur’an, hadīṡ,  j  ‟ sahabat 

dan qiyas. Walaupun tidak secara 

tekstual ayat dan hadits membolehkan 

adanya mewakilan dalam ṭalak, namun 

secara kontekstual dasar hukum 

tersebut menunjukkan kewakilan 

dalam ṭalak itu diperbolehkan. Karena 

permas’alahan dalam ṭalak sama 

halnya dengan permas’alahan 

perwakilan lainnya. 
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2. Metode Istinbᾱṭ Hukum Ibnu Hazm 

Tentang Status Hukum         

Ṭalak 

Dalam memandang masalah 

mewakilkan ṭalak, Ibn Hazm tidak 

terlepas dari metode istinb   yang 

telah digariskan sendiri, yaitu ada 

dalam al-Qur'an. Sesuai dengan firman 

Allah SWT :  

                      

                  

              

             

A      : “K         : A          

akan mencari Tuhan selain Allah, 

padahal Dia adalah Tuhan bagi segala 

sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat 

dosa melainkan kemudharatannya 

kembali kepada dirinya sandiri, dan 

seorang yang berdosa tidak akan 

memikul dosa orang lain. Kemudian 

kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan 

akan diberitakan-Nya kepadamu apa 

yang kam                ”(QS    -

A ‟ m/6:164).
31

 

Dan juga ayat : 

                   

Artinya: “D                     

melanggar ketentuan Allah maka ia 

                           ”(QS    -

  q     2: 229  

 

Ibn Hazm menetapkan 

bahwasanya al-Qur’an adalah kalam 

Allah semuanya itu jelas dan nyata 

bagi umat islam, barang siapa yang 

berhendak mengetahui syariat-syariat 

Allah dia akan menemukannya 

didalam al-Qur'an itu sendiri secara 

nyata dan jelas.   

Ibnu Hazm mengambil segala 

                                                 
31

Kementrian Agama RI,  Al-Q  ‟   

Tajwid Kode, 217. 

lafa  al-Qur'an secara ẓahirnya saja, 

dapat kita pahami bahwa berdasarkan 

pada keterangan ini, maka al-Qur'an 

dari segi bayannya terbagi menjadi 

tiga bagian:  

a. Jelas dengan sendirinya, tidak 

memerlukan bay n-bay n baik dari 

al-Qur'an sendiri ataupun as-

Sunnah.  

b. Mujmal, yang penjelasannya 

diterangkan oleh al-Qur'an itu 

sendiri. 

c. Mujmal, yang penjelasannya 

diterangkan oleh as-Sunnah.  

Ringkasnya, pokok penjelasan 

bagi ayat al-Qur'an adakalanya 

terdapat dalam al-Qur'an itu sendiri, 

adakalanya terdapat dalam as-Sunnah 

adakalanya juga terdapat dalam ijm ‟ 

yang bersandarkan pada as-Sunnah, 

hanya saja daya menanggapi dan 

penafsirannya yang berbeda-beda. Ada 

ayat yang sudah jelas bagi semua 

manusia dan ada juga ayat yang perlu 

penafsiran yang lebih mendalam 

lagi.
32

 

Seperti dalam ayat yang 

digunakan oleh Ibnu Hazm sebagai 

dasar ketidakbolehan dalam 

mewakilkan ṭalak merupakan dal lah 

„    karena ayat tersebut 

menerangkan secara umum ketentuan 

bagi orang yang merubah hukum 

Allah. Ibn Hazm mengatakan bahwa 

dal     „   adalah qa ‟      

sedangkan As-Sy   ‟      mengatakan 

dal     „   adalah ẓani.  

Ibn Hazm berpendapat bahwa 

  ‟   sama sekali tidak boleh dipakai 

dalam menetapkan hukum agama, 

maka dengan demikian dia menutup 

pintu istinb   dengan jalan qiy s, 

istihs n, maṣlahah murs lah, saddûd 

    ‟  dan menyumbat usaha mencari 

illat-illat hukum daripada naṣ, karena 

ia hanya menggunakan naṣ secara 

ẓahir saja. 

                                                 
32

Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-pokok 

              M ż   ,  320. 
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Adapun asas Ibnu Hazm dalam 

menolak adanya ar-R ‟   beliau 

berkata: 

لا ٠ؾً لأؽل اٌؾىُ ثبٌوأٞ
33. 

Artinya:“T                          

menetapkan hukum dengan dasar ijtihad 

  j ” (Pen) 

 

Ibnu Hazm berpendapat bahwa 

ṭalak tidak boleh diwakilkan kepada 

siapapun, kecuali diucapkan oleh suami 

sendiri, sebagaimana tertuang dalam 

kitab al-Muhall , sebagai berikut : 

ٚلا رغٛى اٌٛوبٌخ فٝ اٌطلاق لأْ الله ػي 

ٚعً ٠مٛي : ) ٚلارىست وً ٔفس الا ػ١ٍٙب ( 

ٚلا ٠غٛى ػًّ اؽل ػٓ اؽل الا ؽ١ش اعبىٖ 

سٛي الله. ص.َ : اٌموأْ اٚاٌسٕخ اٌضبثزخ ػٓ ه

ٚلا ٠غٛى ولاَ اؽل ػٓ ولاَ غ١وٖ الا ؽ١ش 

اعبىٖ اٌموأْ اٚاٌسٕخ ػٓ هسٛي الله. ص.َ  

ٌُٚ ٠أد فٝ اٌطلاق اؽل اْ اؽل ٠زٛو١ٍٗ ا٠بٖ 

لوأْ ٚلاسٕخ الاثبطً ..... ٚوً ِىبْ مووالله 

رؼبٌٝ ف١ٗ اٌطلاق فئٔٗ فبطت ثٗ الاىٚاط ٚلا 

 غ١وُ٘ ف١غٛى اْ ٠زٛة غ١وُ٘ ػُٕٙ ٚلا

ثٛوبٌخ ٚلاثغ١و٘ب لأٔٗ وبْ ٠ىْٛ رؼل٠ب 

ٌؾلٚكالله ػيٚعً, ٚلل لبي رؼبٌٝ : ) ِٚٓ 

٠زؼل ؽلٚكالله فأٌٚئه ُ٘ اٌظبٌّْٛ(.
34

 
A      :“T                   

mewakilkan seseorang pada masalah 

                                      

Allah : ٚلارىست وً ٔفس الا ػ١ٍٙب maka tidak 

diperbolehkan seseorang melakukannya 

pada orang lain terkecuali al-Qur'an dan 

Sunnah Rasulullah SAW 

memperbolehkannya. Dan tidak 

diperbolehkan juga mewakilkan 

perkataan seseorang kepada orang lain 

kecuali al-Qur'an dan sunnah 

memperbolehkannya, dan tidak juga 

                                  

orang lain dengan cara diwakilkan dan 

tidak diperbolehkan oleh al-Qur'an dan 

                                                 
33

Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-pokok 

              M ż   ,  360. 
34

Ibn Hazm, al-M       F         M       

Bilhujaji Wal Atsari, juz X (Beirut Libanon : Baitul 

Afkar Adauliyah, tt),  196. 

                              …  D   

setiap tempat (hal) yang disebut Allah 

S T                                   

orang yang berkata (  تفبط  ) adalah 

                c            (      

hal ini adalah para suami) bukan selain 

mereka, maka tidak diperbolehkan selain 

para suami untuk bertaubat, tidak dalam 

masalah mewakilkan dan selainnya, 

karena sesungguhnya hal ini merupakan 

suatu pelanggaran atas ketentuan-

ketentuan Allah sebagaimana firman 

Allah :  

 .ِٚٓ ٠زؼل ؽلٚكالله فأٌٚئه ُ٘ اٌظب ٌّْٛ
(“D                               

ketentuan Allah, maka ia termasuk 

orang-                 ”) (   ) 

 

Dari uraian diatas Ibnu Hazm 

melarang adanya mewakilkan ṭalak, 

karena tidak adanya naṣ yang 

membolehkan untuk mewakilkan 

ṭalak. Maka dengan ini Ibn Hazm 

menggunakan metode istinb   hukum 

al-Qur'an secara ẓahirnya saja, dengan 

berdasarkan kepada lafa  umum harus 

diambil keumumannya, dan 

mengambil makna ẓahir dari al-

Qur'an, dengan tidak melihat illat 

dalam mentakwilkan hukum. 

 

Persamaan dan Perbedaan 

Hukum         ṭalak menjadi suatu 

ikhtil f dikalangan para ulama, sebagian 

ulama berpendapat membolehkan         

ṭalak, pendapat ini dikemukakan oleh 

Imᾱm Syᾱfi’ῑ . Ulama yang lain melarang 

        ṭalak karena tidak adanya naṣ 

yang membolehkan dan melarang 

mewakilkan ṭalak. Pendapat ini 

sebagaimana telah dikemukakan oleh Ibn 

Hazm.  

Dari beberapa metode yang 

digunakan oleh Imᾱm Syᾱfi’ῑ diatas 

memiliki persamaan dengan metode yang 

digunakan oleh Ibnu Hazm. Di antara 

persamaannya adalah :  

1. Menempatkan al-Qur’an sebagai 

sumber pertama dalam menentukan 
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sebuah hukum.  

2. Menempatkan as-Sunah sebagai sumber 

hukum kedua ketika tidak ditemukan 

dalil yang secara jelas didalam al-

Quran.   

Namun dari kedua pendapat ulama 

diatas, keduanya berbeda dalam beristidl l 

dalam hal         ṭalak. Seperti halnya 

Imᾱm Syᾱfi’ῑ, sebagai landasan dalilnya 

merujuk pada ayat An-Nisa: 35:  

                

                     

                 

Artinya : “ D   j                         

persengketaan antara keduanya, Maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-

laki dan seorang hakam dari keluarga 

perempuan. jika kedua orang hakam itu 

bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya 

Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal.” (QS. An-Nisᾱ’: 35) 
35

 

 

Ayat tersebut menunjukkan 

bahwa perwakilan merupakan hal yang 

diperbolehkan agama termasuk 

didalamnya masalah ṭalak. Walaupun 

tidak secara tekstual ayat diatas 

membolehkan adanya kewakilan dalam 

ṭalak, namun secara kontekstual, dasar 

hukum tersebut menunjukkan         

dalam ṭalak itu diperbolehkan. 

Disamping al-Qur’an hadits dan 

 j   sahabat, yang menjadi adanya 

kebolehan untuk menyampaikan ṭalak 

dengan mewakilkannya kepada orang lain. 

Ini dianalogikan (diqiyaskan) dengan 

kebolehan mewakilkan dalam masalah 

muamalah lainnya, seperti jual beli, rahn, 

salam dan pernikahan. 

Sedangkan Ibn Hazm sendiri, 

hanya mengambil ayat dalam al-Qur'an 

saja, yakni pada al-Qur’an surat al-

A ‟   6 ayat 164:  

                                                 
35

Kementrian Agama RI,  Al-Q  ‟   

Tajwid Kode, 123. 

                  

                 

                  

          

A      : “K         : A               

mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia 

adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan 

tidaklah seorang membuat dosa 

melainkan kemudharatannya kembali 

kepada dirinya sandiri, dan seorang 

yang berdosa tidak akan memikul dosa 

orang lain. Kemudian kepada 

Tuhanmulah kamu kembali, dan akan 

diberitakan-Nya kepadamu apa yang 

                   ”(QS    -A ‟ m/6: 

164)
36

 

Dan juga ayat :38 

               

Artinya: “D                     

melanggar ketentuan Allah maka ia 

                          ”(QS    -

  q     2: 229)  

 

KESIMPULAN  

Sebagai akhir dari skripsi ini, 

penulis menyampaikan beberapa 

kesimpulan yang merupakan inti uraian 

pembahsan tentang status hukum         

ṭalak , studi komparatif antara pandangan 

Imᾱm Syᾱfi’ῑ dengan Ibnu Hazm. Sebagai 

berikut : 

1. Imᾱm Syᾱfi’ῑ berpendapat bahwa 

        ṭalak  adalah hukumnya boleh 

dan sah, dengan alasan bahwa 

perwakilan merupakan hal yang 

diperbolehkan agama termasuk 

didalamnya masalah ṭalak. Karena 

perkara ṭalak sama halnya seperti 

perkara muamalah lainnya yang perlu 

untuk diwakilkan, seperti jual beli, 

salam, rahn, dan pernikahan. Adapun 

                                                 
36

Kementrian Agama RI,  Al-Q  ‟   

Tajwid Kode, 217. 
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menurut pendapat Ibnu Hazm bahwa 

        ṭalak adalah tidak boleh dan 

tidak sah, dengan alasan bahwa tidak 

ada naṣ yang menjelaskan tentang 

membolehkan mewakilkan ṭalak, 

karena mewakilkan ṭalak mempunyai 

arti pemberian hak milik, sedang 

menurut hukum      ‟ hak ṭalak itu 

milik laki-laki (suami).  

2. Metode          yang digunakan oleh 

Imᾱm Syᾱfi’ῑ tentang         ṭalak 

adalah al-Qur’an, yaitu surat an-Nis  4 

ayat 35, kemudian al-Hadīṡ,  j  ‟ 

sahabat dan qiyas. Sedangkan metode 

         yang digunakan oleh Ibnu 

Hazm adalah al-Qur’an yaitu pada surat 

al-An’ᾱm/6 ayat 164 dan surat al-

Baqarᾱh ayat 229.  

3. Persaamaan dari keduanya, yaitu sama-

sama mengambil dalil dari sumber 

utama yakni al-Qur’an, sebagai 

landasan dalil hukum tentang         

ṭalak, namun dalam hal perbedaannya 

dalil yang dijadikan landasan Imᾱm 

Syᾱfi’ῑ adalah surat an-Nis  4 ayat 35, 

sedangkan Ibnu Hazm pada surat al-

Baqarᾱh ayat 229. 
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